
Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan 
dan Hukum Islam 
 

Volume XVIII Nomor 2 Tahun 2020 

Print ISSN : 1693-0576 

Online ISSN : 2540-7783 
 
 

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International 
License Available online on: http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/index 

 KONSTRUKSI BERPIKIR QIYAS SEBAGAI PENALARAN IJTIHAD DALAM 

INSTINBATH HUKUM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 

 
Muhammad Syarif Hidayatullah 

Program Doktoral Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia  
e-mail: syarif.muhammad849@gmail.com  

 
Abstract 

 

The development of a dynamic era produces many new products and cases that are 

present in the modern economy. Islamic law has set and provided restrictions on 

these issues concerning aspects of halal and haram. The Qiyas method is needed in 

legal studies to produce fiqh formulations in Islamic economic and financial law. This 

paper aims to explain the concept of qiyas as a method of istinbath Islamic law and 

then examine the application of qiyas in the discovery of Islamic economic and 

financial law. This type of research is normative legal research with a conceptual 

approach. Legal material is collected through the study of literature with discussion 

of ushûl fiqh (Islamic law methodology) dan fiqh mu’âmalah (Islamic Jurisprudence 

about economics and finance) in classical and contemporary literature. The existence 

of qiyas as a method of istinbath law has a very important position in economics and 

finance. New products and cases that are present need to be responded and analyzed. 

Exploring the law with qiyas must be done throught careful and in-depth studies by 

looking at the similarity of true ‘illat (legal motives) so that the construction process 

of thinking qiyas in legal discovery can be applied appropriately. 
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A. Pendahuluan  

Sumber hukum utama atau pokok dalam Islam adalah al-Quran dan hadits. 

Semua ulama sepakat akan hal ini. Al-Quran dan hadits dapat disebut sebagai 

sumber hukum primer yang para ulama sama sekali tidak ada perbedaan pendapat 

dalam melegitimasi dan membenarkannya. Selain al-Quran dan hadits, terdapat 

sumber hukum lain yang merupakan sumber hukum tambahan (pelengkap) atau 
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sumber hukum sekunder yang berawal dari penaralan manusia dalam berijtihad. 

Dalam konteks sumber hukum sekunder, maka terdapat ikhtilaf di kalangan para 

ulama.  

Ijtihad dilakukan melalui berbagai bentuk seperti penalaran analogis 

(qiyâs), preferensi yuristik (istihsân), penetapan hukum mengikuti hukum 

sebelumnya (istishhâb), dan bahkan konsensus umum atau ijmâ’ yang pada 

dasarnya bermula dari ijtihad. ijmâ’ dan qiyâs sudah diakui oleh jumhur ulama, 

namun kalangan madzhab dan para fuqaha berselisih pendapat mengenai 

keabsahan dan cakupan berbagai penalaran lain yang bersumber dari ijtihad 

(Kamali, 2008). Maka secara umum sumber-sumber hukum tersebut dapat 

diklasifikasi ke dalam dua bagian, yaitu (1) nash atau wahyu yang meliputi al-

Quran dan as-Sunnah, (2) ijtihad (ra’yu/’aql) yang  meliputi ijmâ’, qiyâs, istihsân, 

mashlahah mursalah, ‘urf, istishhâb, madzhab shahâbî/qaul shahâbî, sad adz-

dzarî’ah dan syar’u man qablanâ. Sumber hukum yang kedua (ijtihad) tersebut 

dikelompokkan lagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum yang disepakati 

pada umumnya oleh ahli hukum Islam, meliputi ijmâ’ dan qiyâs, dan yang lainnya 

merupakan sumber hukum yang masih diperselisihkan (M. A. Hamid, 2008). 

Posisi qiyas sangat penting dalam istinbath hukum mengingat semakin 

banyak permasalahan baru dalam khazanah keislaman yang berkaitan dengan 

syara` menyikapi perkembangan zaman dan moderniasi. Banyak ditemukan 

aktivitas ekonomi dan keuangan kekinian (kontemporer) yang tidak dipraktikkan 

dalam ekonomi dan keuangan di masa lalu (klasik) yang pada akhirnya belum 

memiliki status hukum. Kreasi, inovasi dan modifikasi dalam alur modernisasi 

menciptakan pembaharuan dalam sektor ekonomi dengan bermacam-macam 

kegiatan yang menyertainya pada hubungan antar manusia untuk memenuhi dan 

mengatur kebutuhan hidup. Dalam menyikapi problematika tersebut, penalaran 

qiyas sebagai metode istinbath hukum ini akan berupaya mencari persamaan atau 

padanan kasus yang telah ada hukumnya di dalam nash, untuk kemudian 

hukumnya diaplikasikan pada kasus baru yang sedang dihadapi. 

B. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

konseptual, yakni pembahasan tentang konsep qiyas yang merupakan bagian 

dalam kajian ushul fikih.  Penggalian bahan hukum dilakukan melalui studi 

literatur terkait kajian ushul fikih dan fikih muamalah baik itu literatur-literatur 

klasik maupun kontemporer. Analisis yuridis dilakukan pada persoalan hukum 

ekonomi dan keuangan syariah dengan menelaah konstruksi berpikir qiyas 

sebagai penalaran ijtihad dan menyingkap eksistensi qiyas dalam instinbath 
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hukum melalui bentuk pengaplikasiannya dalam masalah ekonomi dan keuangan 

syariah.  

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Definisi Qiyas 

Qiyas merupakan bentuk masdar dari kata  يقيس -قاس  yang artinya ukuran, 

mengetahui ukuran sesuatu (Munawwir, 1997). Qiyas secara etimologi bermakna 

at-taqdîr (mengukur) dan at-taswiyah (menyamakan). Maka qiyas dapat diartikan 

mengukur sesuatu dengan yang lainnya maupun menyamakan sesuatu dengan 

yang sejenisnya. Sedangkan secara terminologi oleh para ulama, dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

a. Menurut Fakhruddîn ar-Râzî, qiyas adalah penalaran tentang penetapan 

perumpamaan bentuk hukum pada bentuk yang lain karena terdapat 

persamaan ‘illat hukum ketika menetapkannya (ar Râzî, 1994). 

b. Menurut Wahbah az-Zuhailî, qiyas adalah menyamakan hukum sesuatu 

yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada hukumnya 

karena adanya persamaan ‘illat antara keduanya (W. az Zuhailî, 1999). 

Berdasarkan penjelasan para ulama di atas, walaupun dengan redaksi yang 

berbeda, namun bertemu pada satu makna yang sama yakni titik tolaknya adalah 

pada penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya kesamaan illat 

hukum. Selain itu proses penetapan hukum dengan metode qiyas bukanlah 

menetapkan hukum dari awal, akan tetapi hanya menyingkapkan dan menjelaskan 

hukum pada suatu persoalan hukum yang belum jelas hukumnya dengan upaya 

penggalian atau telaah yang mendalam serta teliti pada ‘illat hukum sebagai jalan 

mendasar yang menjembatani proses qiyas (Sakirman, 2018). Dengan demikian 

yang menjadi keywords pada pilar mendasar proses berpikir qiyas dalam semua 

definisi di atas adalah bermuara pada kesamaan ‘illat (sebab hukum/motif 

penetapan hukum) sehingga dapat dilakukannya pengqiyasan (penganalogian) 

antara ashl atau induknya yakni kasus yang ada hukumnya secara langsung 

melalui nash kepada far’ atau cabangnya yakni kasus baru dalam realita yang tidak 

ditemukan hukumnya secara langsung dalam nash. 

Pada hakikatnya tidak ada qiyas yang bertentangan dengan nash baik al-

Quran maupun hadits. Apabila ditemukan qiyas yang bertentangan dengan nash, 

maka hal ini menunjukkan bahwa qiyas tersebut batal atau tidak sah (al Bâqistânî, 

2002). Karena pada dasarnya qiyas tidaklah berdiri sendiri, melainkan tetap 

kembali kepada nash sebagai sandaran utama. Ada kaidah fikih yang berbunyi 

(Komite Ulama Khilâfah ‘Utsmâniyah, t.t.): 
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 لَا ماسااغا لِلِِجْتِهاادِ فِ ماوْردِ النَّص ِ 
 “Tidak ada ijtihad bersamaan dengan nash.” 

 

Kaidah ini menunjukkan tidak boleh ijtihad dalam suatu hukum yang 

memang sudah ada ketetapan pastinya dalam nash. Jika telah ada ketentuan di 

dalam nash, maka tidak boleh ijtihad kecuali untuk memahami nash tersebut dan 

dalalahnya (al Ghuzzî, 1996; M. M. az Zuhailî, 2006).  

2. Kehujjahan Qiyas 

Berdasarkan pendapat jumhur ulama menyatakan bahwasanya qiyas 

adalah termasuk hujjah syar’iyyah atas hukum-hukum terkait perbuatan manusia 

(amaliyah) dan qiyas menduduki martabat yang keempat di antara hujjah-hujjah 

syar’iyyah setelah al-Quran, as-Sunnah, dan ijmâ’. Alasan jumhur menerima qiyas 

menjadi hujjah adalah mendasarkan pada alasan berikut: 

Allah swt. berfirman dalam QS. an-Nisâ`/4: 59 

 

مِنكُمْ ۖ فاإِن ت انآزاعْتُمْ فِِ شاىْءٍ ف ارُدُّوهُ  يَاأٓاي ُّهاا ٱلَّذِينا ءاامانُ وأا۟ أاطِيعُوا۟ ٱللََّّا واأاطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولا واأوُ۟لِِ ٱلْْامْرِ 
 إِلِا ٱللََِّّ واٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُ ؤْمِنُونا بٱِللََِّّ واٱلْي اوْمِ ٱلْءااخِرِۚ  ذآلِكا خايٌْْ واأاحْسانُ تَاْوِيلًِ 

 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan 

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.” 

 

Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur secara tersurat dan 

jelas di dalam nash al-Quran maupun hadits, maka dalam kajian ushul fiqh, sebuah 

upaya yang dapat diaplikasikan sebagai ikhtiar penyelesaiannya dengan jalan 

mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan hadits itu sendiri. 

Pengembalian kepada sumber hukum utama tersebut dapat dilakukan melalui dua 

cara, yaitu dengan perluasan makan lafaz melalui jalan qiyas dan tujuan 

disyariatkannya hukum (Maqâshid asy-Syarî’ah) (Riyadi, 2016).  

QS. an-Nisâ`/4: 59 menunjukkan jika ada perselisihan pendapat diantara 

ulama tentang hukum suatu masalah, maka jalan keluarnya dengan 

mengembalikannya kepada al-Quran dan hadits dan qiyas menjadi suatu upaya 

dalam pengembalian tersebut (Kholiq, 2014). Dikarenakan kasus baru yang 
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menjadi masalah cabang (far’) tidak diatur dan belum ada status hukumnya dalam 

nash baik al-Quran maupun hadits, maka dikembalikan dan dihubungkan kepada 

masalah pokok (ashl) yang telah ada ketentuan hukumnya di dalam nash melalui 

persamaan sebab hukum (‘illat). Kesamaan ‘illat antara perkara yang tidak ada 

nashnya dengan perkara yang ada nashnya menyebabkan adanya kesatuan hukum 

(Sakirman, 2018).  

 Adapun kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum antara lain 

mazhab Nizhamiyah, Zhahiriyah dan sebagian kelompok syiah yang mereka 

berpendapat bahwa qiyas bukanlah hujjah syar’iyyah atas hukum. Mereka itulah 

yang disebut nufatul qiyas (pembuang qiyas) (Khallâf, t.t.). Bahkan Ibnu Hazm dari 

kalangan Zhahiriyah dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap hujjah 

yang berdasarkan dengan ra’yu dan hanya bersandar kepada al-Quran dan hadits 

dengan memperhatikan makna dan pengertian lahiriyah (zahirnya) saja (Khoirin, 

2018).  

3. Jenis Qiyas 

Jenis qiyas dilihat berdasarkan perbandingan antara ‘illat yang terdapat 

pada ashl dengan yang terdapat pada far’, maka qiyas dapat dibagi sebagai berikut 

(Farghalî, 1983): 

a. Qiyâs aulawî (قياس أولوي), yakni qiyas dengan ‘illat yang ada pada far’ lebih 

kuat daripada yang ada pada ashl. Contohnya mengqiyaskan memukul 

dengan ucapan “ah” yang terdapat larangannya dalam nash QS. al-Isrâ`/17: 

23. Para ulama ushul menyatakan bahwa ‘illat larangan ini adalah 

menyakiti orang tua. Keharaman memukul orang tua lebih kuat 

dibandingkan hanya mengatakan “ah” karena sifat menyakiti pada pukulan 

lebih kuat daripada ucapan “ah”. 

b. Qiyâs musâwî (قياس مساوي), yakni qiyas dengan ‘illat yang ada pada far’ 

maupun ashl kualitas diantara keduanya sama. QS. an-Nisâ`/4: 2 

menerangkan tentang larangan makan harta anak yatim secara tidak wajar, 

para ulama ushul mengqiyaskan membakar harta anak yatim dengan 

memakan harta anak yatim secara tidak wajar karena kedua perbuatan itu 

sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara zhalim. 

c. Qiyâs al-adnâ (قياس الأدنى), yakni qiyas dengan ‘illat yang ada pada far’ lebih 

lemah daripada yang ada pada ashl. Contohnya sifat memabukkan yang ada 

dalam minuman keras bir misalnya lebih rendah dari sifat memabukkan 

yang ada pada minuman keras khamar yang diharamkan 

Jika dilihat berdasarkan kejelasan ‘illat sebagai landasan hukum, maka 

qiyas dapat dibagi sebagai berikut (W. az Zuhailî, 1986): 
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a. Qiyâs jalî (قياس جلي), yakni qiyas yang ‘illatnya  ditetapkan oleh nash 

bersamaan dengan hukum ashl atau tidak ditetapkan ‘illatnya namun 

dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara ashl dengan far’. 

b. Qiyâs khafî (قياس خفي), yakni qiyas yang ‘illatnya tidak disebutkan di dalam 

nash. 

4. Rukun Qiyas dan Syarat-syaratnya 

Unsur-unsur dalam qiyas yang menjadi rukun terhadap eksistensi dan 

aplikasinya dalam istinbath hukum berjumlah empat poin substantif, yaitu 

(Khallâf, t.t.): 

1. Adanya pokok atau al-ashl ( الاصل) yaitu sesuatu yang ada hukumnya dalam 

nash. Disebut maqis ‘alaih (yang dijadikan ukuran), atau mahmul ‘alaih 

(yang dijadikan pertanggungan), atau musyabbah bih (yang dibuat 

keserupaan/yang menyerupakan). Syarat al-ashl yakni (Sudirman, 2018): 

pertama, hukum ashl merupakan hukum yang telah tetap, bukan yang 

mansukh (sudah dihapuskan)/sudah di-nasakh); kedua, hukum itu 

ditetapkan berdasarkan syara’; ketiga, ashl itu bukan merupkan far’ dari 

ashl lainnya; keempat, dalil yang menetapkan ‘illat pada ashl adalah dalil 

khusus, tidak bersifat umum; kelima, ashl itu tidak berubah setelah 

dilakukan qiyas; dan kelima, hukum ashl itu tidak keluar dari kaidah-kaidah 

qiyas.  

2. Adanya cabang atau al-far’ ( الفلع) yaitu sesuatu yang tidak ada hukumnya 

dalam nash, tetapi ada maksud menyamakannya kepada al-ashl dalam 

hukumnya. Disebut al-maqis (yang diukur), atau al-mahmul (yang dibawa) 

atau musyabbah (yang diserupakan). Syarat al-far’ yakni (Zahrah, 1973): 

pertama, far’ merupakan kasus baru yang tidak ada nash hukumnya secara 

langsung baik dalam al-Quran maupun hadits; kedua, ‘illat hukum harus 

terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya dengan ‘illat pada ashl. 

3. Adanya hukum pokok atau hukm al-ashl ( حكل  الاصل)  yaitu hukum syara’ 

yang ada nashnya menurut ashl (pokok) dan dimaksud dengan ini sebagai 

pangkal hukum bagi far’ (cabang.). Syarat hukm al-ashl yakni (Zahrah, 

1973): pertama, ketetapan hukum tersebut merupakan hukum syara’ 

berkenaan dengan amal perbuatan (bersifat amaliyah); kedua, ketetapan 

hukum tersebut merupakan hukum yang rasional yaitu dapat ditelusuri, 

maksudnya adalah dapat ditangkap sebab dan motif penetapan hukumnya, 

ataupun mengandung isyarat terhadap sebab-sebab itu.  

4. Adanya sebab hukum atau al-‘illat (العلة)  yaitu keadaan yang dijadikan dasar 

oleh hukum ashl (pokok)  berdasarkan wujudnya keadaan itu pada cabang, 

maka disamakanlah cabang itu kepada pokok mengenai hukumnya. Ada 
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banyak syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama ahli ushul fikih 

sebagai kriteria yang harus dipenuhi agar sesuatu itu dapat disebut sebagai 

‘illat. Syarat-syarat ‘illat antara lain (Sarwat, 2019): pertama, zhahir, yakni 

‘illat merupakan sifat yang jelas, dapat ditangkap oleh indera dan akal 

pikiran (dapat diterima secara logis); kedua, Dhabith, yakni ‘illat merupakan 

sifat yang pasti; ketiga, washfan munasiban, yakni ‘illat merupakan sifat 

yang serasi dan pantas, jadi ‘illat tidak hanya sesuatu yang pantas dan cocok 

untuk mewujudkan hikmah yang terkandung dari segi tujuan penetapan 

hukum, tetapi juga dari segi wujudnya memang pantas sebagai alasan 

penetapan hukum sesuai dengan tujuan syara’ yaitu untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan menolak kemudharatan; keempat, ‘illat tidak hanya 

terdapat pada ashl (pokok), tetapi juga terdapat pada far’ (cabang), 

maksudnya bahwa ‘illat pada ashl dapat diterapkan pada persoalan lain; 

kelima, ‘illat tidak boleh berlawanan atau menyalahi ketentuan hukum yang 

ditetapkan oleh nash; keenam, ‘illat tidak boleh membatalkan hukum 

pokok; ketujuh, ‘illat merupakan suatu sifat yang mendorong adanya 

hukum, maka keberadaannya tidak boleh setelah hukum, dengan begitu 

‘illat dalam penetapannya tidak boleh setelah hukum ashl.  Tujuh syarat 

‘illat yang dipaparkan di atas merupakan syarat-syarat yang disepakati oleh 

ulama ushul baik klasik maupun kontemporer (Sarwat, 2019). 

5. Syarat-syarat Pelaku Qiyas 

Asy-Syâfi’î mengharuskan bagi pelaku qiyas memenuhi persyaratan-

persyaratan berikut (asy Syâfi’î, 1938): 

a. Mengetahui bahasa Arab. Karena agama Islam ini datang dengan bahasa 

Arab, setiap mujtahid haruslah mengetahui bahasa ini. 

b. Mengetahui ketentuan-ketentuan dalam al-Quran, kewajiban-kewajiban 

dan disiplin etisnya, ayat-ayat yang me-nasakh-kan dan yang di-mansukh-

kan, yang umum dan yang khusus, tujuan ditetapkannya suatu hukum 

(maqâshid at-tasyrî’) dan sebagainya. Ayat-ayat yang mempunyai banyak 

arti, hendaklah ditafsirkan dengan al-hadits, jika tidak ditemukan al-Hadits, 

hendaklah dengan ijmâ’ dan jika tidak dimungkinkan hendaklah dengan 

qiyas. Oleh karena itu ia harus: 

1) Mengetahui al-hadits, pendapat sahabat, ijmâ’ ulama, perbedaan 

pendapat mereka dan qiyas. 

2) Memiliki akal sehat dan pikiran baik, mampu membedakan bukti-bukti 

yang hampir sama dan tidak terburu-buru dalam mengemukakan 

pendapat. 
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3) Bersikap terbuka sehingga bersedia mendengarkan pendapat orang lain 

yang berbeda dengan pendapatnya. Dalam hubungan ini ia harus 

mengerahkan segala kemampuannya dan waspada terhadap suara 

nuraninya, sehingga ia mengetahui pendapat mana yang harus dipegang 

dan mana yang harus ditinggalkannya, tidak berkeras kepala dengan 

pendapatnya sendiri dan tidak apriori terhadap pendapat orang lain 

sehingga atas kehendak Allah dia mengetahui akan kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

6. Eksistensi Qiyas dalam Istinbath Hukum melalui Pengaplikasian dalam 

Masalah Ekonomi dan Keuangan Syariah 

Ijârah diqiyaskan dengan bai’ 

Para ulama mengqiyaskan sewa (ijârah) dengan jual beli (bai’) karena 

keduanya pada hakikatnya adalah jual beli. Akad bai’ adalah jual beli barang, 

sedangkan ijârah adalah jual beli jasa maupun manfaat barang (bai’ al-manafi’). 

Dalam qiyas tersebut, ketentuan hukum jual beli (bai’) yang menjadi ashl (pokok) 

atau maqis ‘alaih (yang dijadikan ukuran) atau induk masalah yang diqiyaskan 

telah dijelaskan dalam banyak sekali nash-nash al-Quran dan hadits yang jauh 

lebih banyak daripada ketentuan tentang sewa (ijârah) yang menjadi far’ (cabang) 

atau maqis (yang diukur) atau objek masalah yang diqiyaskan menjadi masalah 

baru yang belum disebutkan dalam nash. Dengan begitu sejumlah ketentuan 

hukum bai’ berlaku dalam ketentuan hukum ijârah (Sahroni, 2017). 

Al-Ijârah al-Maushûfah fî adz-Dzimmah diqiyaskan dengan Bai’ as-Salam 

Ijârah Maushûfah fî adz-Dzimmah (IMFDZ) menurut fatwa DSN No. 101/DSN-

MUI/X/2016 tentang Akad al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah  adalah akad 

sewa-menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat ‘ain) dan/atau jasa (‘amal) 

yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan 

kualitas). Pada hakikatnya akad Ijârah adalah bagian dari akad jual beli yakni jual 

beli manfaat barang atau jasa yang menghadirkan pemindahan hak guna, maka 

dari itu keberadaan ijârah maushûfah fî adz-Dzimmah dapat diqiyaskan kepada 

bai’ as-salam, dimana saat akad jual beli terjadi, barang  hanya disebutkan sifat-

sifat dan spesifikasi (kejelasan tentang objek transaksi), sedangkan barang 

tersebut belum ada di majelis akad. 

Wakâlah Khassah diqiyaskan dengan Wakâlah ‘Amah  

Para ulama mengqiyaskan wakâlah khassah (wakalah yang bersifat khusus) 

dengan wakâlah ‘amah (wakâlah yang bersifat umum). Dengan demikian, maka 

seluruh ketentuan hukum wakalah ‘amah berlaku dalam ketentuan hukum 

wakalah khassah (Sahroni, 2017). 

Al-Wakil bil Ujrah diqiyaskan dengan ‘Ajir 
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Para ulama mengqiyaskan pihak yang menyewakan tenaganya (‘ajir) dengan orang 

yang diberikan wewenang dengan imbalan fee (al wakil bil ujrah) karena keduanya 

mendapatkan imbalan upah walaupun karakteristik dasar dalam akad wakâlah 

adalah ghairu lazim (wakil tidak wajijb menunaikannya) sedangkan ijârah adalah 

akad lazim. Dalam qiyas tersebut, ketentuan hukum pihak yang menyewakan 

tenaganya (‘ajir) yang menjadi maqis ‘alaih telah dijelaskan dalam banyak sekali 

nash al-Quran maupun hadits, sedangkan ketentuan tentang orang yang diberikan 

wewenang dengan imbalan fee (al wakil bil ujrah) yang menjadi maqis menjadi 

masalah baru yang belum disebutkan dalam nash. Dengan begitu, maka seluruh 

ketentuan hukum pihak yang menyewakan tenaganya (‘ajir) berlaku dalam 

ketentuan hukum orang yang diberikan wewenang dengan imbalan fee (al wakil bil 

ujrah) (Sahroni, 2017). 

Khiyar Naqd diqiyaskan dengan Khiyar Syarth 

Para fuqaha mengqiyaskan khiyar naqd dengan khiyar syarth karena memiliki 

kesamaan ‘illat yaitu keduanya memiliki syarat yang membolehkan untuk 

membatalkan jual beli. Dalam fiqih, khiyar naqd adalah seorang penjual 

mensyaratkan kepada pembeli beberapa waktu membayar harga barang, jika tidak 

membayar dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli. Sedangkan khiyar 

syarth adalah seorang penjual mensyaratkan kepada pembeli beberapa waktu, jika 

tidak membayar dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli. Nash-nash 

dalam sunnah membolehkan khiyar syarth  agar pembeli memiliki waktu 

tambahan untuk berpikir dan memutuskan untuk membeli atau tidak. Dengan 

begitu, maka seluruh ketentuan hukum khiyar syarth berlaku dalam ketentuan 

hukum khiyar naqd (Sahroni, 2017). 

Transaksi Ijârah dan Kegiatan Menyibukkan Lainnya pada Waktu Datangnya 

Panggilan Azan Shalat Jum’at diqiyaskan kepada Praktik Jual-beli pada 

Waktu Datangnya Panggilan Azan Shalat Jum’at 

Jual beli pada waktu datangnya panggilan azan shalat Jum’at adalah kejadian yang 

sudah ditetapkan hukumnya dalam nash, jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya 

adalah haram yang diambil dari dalil firman Allah swt. dalam QS. Al-Jumu’ah/62: 9. 

Karena adanya ‘illat kesibukan yang melalaikan dan melupakan shalat, sedangkan 

sewa-menyewa, utang-piutang, praktik gadai, atau perbuatan apa saja, ketika 

datang waktu panggilan shalat Jum’at yang terdapat padanya ‘illat itu, yaitu 

kesibukan yang melupakan shalat, maka diqiyaskanlah pada jual beli mengenai 

hukumnya. Oleh karena itu haram mengerjakannya ketika datang waktu panggilan 

shalat Jum’at. 

Transaksi E-Commerce melalui marketplace diqiyaskan terhadap bai’ as-

Salam (as-Salaf).  
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Bai’ as-salam adalah jual beli pesanan, dimana dilakukan pembayaran di 

muka dan penyerahan barang kemudian di lain waktu (pembayaran tunai, 

penyerahan barang tunda), sebab barang tidak ada dan tidak bisa diserahkan di 

majelis akad. Bai’ as-salam dikenal pula dengan nama as-salaf. Penduduk Hijaz 

menyebut akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Iraq 

menyebutnya salaf. Dinamakan akad salam karena pembayaran harga dilakukan di 

majelis akad dan dinamakan salaf karena harga dibayar di muka (W. az Zuhailî, 

2008). 

Pada dasarnya di masa Rasulullah saw. transaksi bai’ as-salam biasa 

diterapkan masyarakat setempat dengan objek transaksi adalah hasil 

pertanian/perkebunan.  

Hadits Nabi saw. (al Bukhârî, 2001; an Naisabûri, t.t.): 

ادِيناةا واهُمْ يُسْ 
: قادِما النَّبُِّ صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما الم هُماا، قاالا لِفُونا عانِ ابْنِ عابَّاسٍ راضِيا اللََُّّ عان ْ

 : ، ف اقاالا يْلٍ ماعْلُومٍ، واوازْنٍ ماعْلُومٍ، إِلِا »بِِلتَّمْرِ السَّن اتايِْْ واالثَّلِاثا مانْ أاسْلافا فِ شايْءٍ، فافِي كا
 «أاجالٍ ماعْلُومٍ 

Dari Ibnu 'Abbas ra. berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan 

jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar dimuka dan 

diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun kemudian, 

Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf (salam) dalam 

jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang 

diketahui dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di 

ketahui.”   

 

An-Nawawî dalam Syarah Shahîh Muslim tentang hadits riwayat Imam 

Muslim berkenaan dengan jual beli salam menyebutkan dalam hadis tersebut 

terdapat keabsahan akad salam, syarat yang paling utama dalam akad salam ini 

adalah kuantitas dan kualitas barang yang dipesan harus jelas, baik terkait dengan 

takaran, timbangan, jumlah dan ukurannya. Jika yang dipesan itu berupa barang 

yang diukur, seperti pakaian maka harus jelas ukurannya. Jika berupa barang yang 

dihitung nominalnya seperti hewan maka hitungannya harus jelas. Jadi arti 

hadisnya adalah jika seseorang memesan barang yang ditakar, maka takarannya 

harus jelas, jika itu ditimbang maka timbangannya harus jelas, dan jika 

penyerahannya itu berjangka waktu maka jangka waktu itu harus jelas (an 

Nawawî, 2010). 
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Seiring berkembangnya zaman, maka berkembang teknologi yang 

mempengaruhi sektor ekonomi terutama perdagangan. Perdagangan elektronik 

(E-Commerce) atau jual beli berbasis online menjadi produk keuangaan 

kontemporer yang banyak dilakukan dalam perekonomian modern. Perdagangan 

elektronik atau jual beli online melalui marketplace yang begitu hidup dalam 

perekonomian modern dapat diqiyaskan kepada bai’ as-salam atau as-salaf yang 

dilakukan masyarakat di masa rasulullah saw. pada objek jual beli berupa hasil 

pertanian/perkebunan walaupun pada masa tersebut dilaksanakan secara 

langsung melalui tatap muka dalam interaksi nyata, karena terjadi penangguhan 

penyerahan pada barang yang telah dibayar dimuka. Maka sangat penting 

diperhatikan selayaknya ketentuan hukum dalam bai’ as-salam adalah kejelasan 

objek jual beli baik dari segi kualitas maupun kuantitas, antara barang dan foto 

haruslah sesuai sehingga tidak ada unsur penipuan, agar prinsip saling ridha (‘an 

taradhin) dapat terwujud.  

Money Changer dan Foreign Exchange diqiyaskan terhadap Jual Beli 

(Pertukaran) Emas dan Perak (Barang Ribawi)  

Ada enam macam barang ribawi (berpotensi terkena riba) yang dijelaskan 

di dalam hadits rasulullah saw. yaitu: emas, perak, gandum, jawawut, kurma dan 

garam. Hal ini seperti yang diuraikan dalam hadits berikut (an Naisabûri, t.t.): 

، قاالا  الذَّهابُ بِِلذَّهابِ، »: قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما: عانْ أابِ ساعِيدٍ الْْدُْريِِ 
، مِثْلًِ بِثِْلٍ، يادًا واالْفِضَّةُ بِِلْفِضَّةِ، واالْبُُُّ بِِلْبُُِ ، واالشَّعِيُْ بِِلشَّعِيِْ، واالتَّمْرُ بِِلتَّمْرِ، واالْمِلْحُ بِِلْمِلْحِ 

، الْْخِ بيِادٍ، فامانْ زاادا، أاوِ   «ذُ واالْمُعْطِي فِيهِ ساوااءٌ  اسْت ازاادا، ف اقادْ أارْبَا
Dari Abu Said al-Khudri ra., ia berkata: Rasulullah bersabda: “Emas 

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut 

dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus 

sama (timbangannya), tangan dengan tangan (tunai dan serah terima di 

tempat). Barangsiapa menambah atau minta tambah maka dia terjatuh 

dalam riba, yang mengambil dan yang memberi dalam hal ini adalah 

sama.” (HR. Muslim) 

Di dalam hadits lain (an Naisabûri, t.t.): 

: قاالا راسُولُ اِلله صالَّى اُلله عا  الذَّهابُ بِِلذَّهابِ، »لايْهِ واسالَّما: عانْ عُبااداةا بْنِ الصَّامِتِ، قاالا
، مِثْلًِ بِثِْلٍ، ساوااءً واالْفِضَّةُ بِِلْفِضَّةِ، واالْبُُُّ بِِلْبُُِ ، واالشَّعِيُْ بِِلشَّعِيِْ، واالتَّمْرُ بِِلتَّمْرِ، واالْمِلْحُ بِِلْمِلْحِ 

تُمْ، إِذاا كاانا يادًا بيِادٍ بِساوااءٍ، يادًا بيِادٍ، فاإِذاا اخْت الافاتْ هاذِهِ الْْاصْنا   «افُ، فابِيعُوا كايْفا شِئ ْ
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Dari ‘Ubadah bin Shamit, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Emas 

dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut 

dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, 

setara, dan tangan dengan tangan (tunai dan serah terima di tempat). 

Apabila jenisnya berbeda juallah sesuka hatimu jika dilakukan tangan 

dengan tangan (tunai dan serah terima di tempat).” (HR. Muslim) 

 

Enam macam komoditas ribawi ini dibagi menjadi dua golongan, yakni 

golongan jenis alat tukar berupa emas dan perak dan golongan jenis makanan 

berupa gandum, jawawut, kurma dan garam (al Mishrî, 2001). Jumhur ulama 

memandang bahwa barang-barang lain diluar keenam barang yang disebutkan 

dapat diqiyaskan dengan enam barang tersebut jika ‘illat atau sebab hukumnya 

sama.  Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa berlakunya riba pada emas dan perak 

karena keduanya sebagai alat tukar dalam jual beli, kemudian untuk empat barang 

lainnya dikarenakan statusnya yang termasuk dalam kelompok bahan makanan 

yang ditakar atau ditimbang (al Harânî, 1995b). Sedangkan Abû Bakr al-Husainî 

menyebutkan bahwa ‘illat dari emas dan perak karena keduanya menjadi harga 

barang yang dijual menurut kebiasaannya, kemudian untuk keempat barang 

lainnya ‘illatnya yaitu sifat makanan tersebut (al Husainî, 2001). Baik pendapat 

dari Ibnu Taimiyah maupun al-Husainî, keduanya memiliki pemahaman yang sama 

dalam hal ‘illat dari keenam komoditi ribawi yang tersebut dalam hadits. 

Para ahli ilmu, termasuk sahabat, tabi’in, dan para imam mengqiyaskan 

keenam jenis barang ini kepada setiap jenis barang yang dimakan dan bisa 

disimpan, yang ditakar atau ditimbang, yang sama maknanya dan alasannya, 

seperti biji-bijian, minyak, madu, dan daging (al Jazâirî, 2001). Jika jenis barang 

berbeda tapi ‘illatnya sama, seperti emas dengan perak, gandum dengan jawawut, 

boleh ada keterpautan timbangan, namun disyaratkan harus kontan dan taqabudh 

(serah terima). Jika jenis dan illatnya berbeda, seperti jual beli perak dengan 

gandum, maka tidak ada larangan apapun dan ketiga syarat ini (sama, kontan, dan 

serah terima) tidak menjadi keharusan (al Husainî, 2001). 

Dengan demikian transaksi money changer berupa pertukaran uang dan 

forex exchange yaitu transaksi valutas asing dapat diqiyaskan pada pertukaran 

barang ribawi berupa emas maupun perak, sebab ‘illat hukum emas dan perak 

merupakan fungsinya sebagai alat tukar dan pengukur harga, maka uang kertas 

dalam praktik money changer dan foreign exchange (forex) berlaku hukum yang 

sama seperti pertukaran emas dan perak. Transaksi pertukaran mata uang baik itu 

serupa maupun berbeda jenis dalam fikih Islam disebut aktivitas sharf yang 
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hukumnya adalah boleh dan praktik sharf dapat terjadi pada uang sebagaimana 

pertukaran emas dan perak (an Nabhânî, 2004).  

Rahn Tasjily (Hak Tanggungan, Hipotik dan Fidusia) Diqiyaskan dengan 

Rahn Hiyazi  

Hak tanggungan, hipotik dan fidusia merupakan penjaminan harta benda 

pada pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk pemberian jaminan berupa surat 

hak milik, seperti sertifikat tanah pada hak tanggungan, BPKB motor dan mobil 

pada fidusia dan akta pendaftaran kapal dengan kapal yang berukuran paling 

sedikit 20 m3 pada hipotik. Dalam fikih klasik tidak ditemukan penjaminan harta 

benda dalam utang-piutang berbentuk sertifikat atau surat kepemilikan, 

melainkan jaminan benda dalam utang-piutang yang disebut akad rahn berbentuk 

penjaminan harta benda secara langsung fisik barang seperti Rasulullah saw. yang 

pernah menggadaikan baju besinya.  

Hadits Nabi saw. (al Bukhârî, 2001; An Naisabûri, t.t.): 

ي اهُودِيٍ  إِلِا أانَّ النَّبَِّ صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما اشْتَااى طاعاامًا مِنْ »عانْ عاائِشاةا راضِيا اللََُّّ عان ْهاا: 
دِيدٍ  ناهُ دِرْعًا مِنْ حا  «أاجالٍ، واراها

Dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah membeli makanan dari 

seorang Yahudi dengan berutang, dan Nabi menggadaikan baju besi 

kepadanya.”  (HR Bukhari & Muslim) 

 

Penjaminan harta benda seperti hak tanggungan, fidusia dan hipotik dapat 

disebut rahn ‘iqar, yaitu bentuk jaminan dimana barang yang dijaminkan hanya 

dipindahkan bukti kepemilikannya (sertifikat tanah, BPKB dan akta pendaftaran 

kapal) namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh 

pemberi jaminan (Mashunah, 2015). Dalam Fatwa DSN-MUI penjaminan seperti ini 

disebut dengan istilah rahn tasjili. Sedangkan konsep dasar bentuk penjaminan 

dengan fisik barang secara langsung dapat disebut rahn hiyazi.  

Surat kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB dan akta pendaftaran 

kapal merupakan representasi dari wujud fisik barang, sebab surat tersebut 

merupakan bukti sah kepemilikan atas benda yang bersangkutan dan dapat 

dipertanggung jawabkan secara hukum. Eksistensi rahn tasjili atau rahn ‘iqar 

diqiyaskan kepada rahn hiyazi. Dengan rahn tasjili sebagai far’u dan rahn hiyazi 

sebagai ashl-nya yang disatukan pada illat jaminan utang-piutang, maka segala 

ketentuan hukum rahn hiyazi berlaku pula pada ketentuan hukum rahn tasjili.  

Transaksi Tawarruq diqiyaskan terhadap Bai’ al-‘Inah 
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Bai’ al-‘Inah secara teknisnya yakni seseorang menjual barang secara tidak 

tunai, kemudian ia membelinya lagi dari pembeli tadi secara tunai dengan harga 

lebih murah (Tuasikal, 2010). Bai’ al-‘inah tidak boleh menurut Mâlik, Abû Hanifah, 

Ahmad dan kalangan ulama Hadawiyah pengikut Mazhab Zaidiyah. Sedangkan asy-

Syâfi’î beserta para pengikut mazhabnya membolehkan praktik ini dengan 

beristidlal atas kebolehannya berdasar bunyi literal teks yang menunjukkan 

konsekuensi lafadz, berupa tidak ditolaknya tercapainya maksud tertanggungnya 

barang (W. az Zuhailî, 1985). 

Abû Hanifah melarang bai’ ‘inah berdasarkan hadits Zaid bin Arqam. Hadits 

yang dijadikan dasar tersebut sebagai berikut: 

لاتْ عالاى عاائِشاةا راضِيا عانْ  رِ بْنِ رااشِدٍ , عانْ أابِ إِسْحااقا السُّب ايْعِيِ  , عانِ امْراأاتهِِ أانََّّاا داخا ماعْما
لاتْ ماعاهاا أمُُّ والادِ زايْدِ بْنِ أارْقاما الْْانْصااريِِ  واامْراأاةٌ أخُْراى , ف اقاالاتْ أمُُّ وا  بْنِ  لادِ زايْدِ اللََُّّ عان ْهاا فاداخا

مٍ ناسِيئاةً , واإِ  مًا مِنْ زايْدِ بْنِ أارْقاما بثِاماانِاِئاةِ دِرْها نّ ِ ابْ ت اعْتُهُ أارْقاما: يَا أمَُّ الْمُؤْمِنِيْا إِنّ ِ بِعْتُ غُلِا
مٍ ن اقْدًا , ف اقاالاتْ لَااا عاائِشاةُ:   ا اشْتَاايْتِ وابئِْساماا شارايْتِ ,»بِسِتِ مِائاةِ دِرْها إِنَّ جِهااداهُ ماعا  بئِْساما

 «راسُولِ اللََِّّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما قادْ باطالا إِلََّ أانْ ي اتُوبا 
Dari Ma’mar bin Râsyid dari Abû Ishâq as-Subai’î dari istrinya. Suatu hari 

istri Abû Ishâq berkunjung ke rumah ‘Âisyah ra. Ketika itu bersamanya 

ummul walad Zaid bin Arqam al-Anshârî dan seorang wanita yang lain 

ikut berkunjung pula ke rumah ‘Âisyah ra. Ummul walad Zaid bin Arqam  

berkata, “Wahai Ummul Mu’minîn, sesungguhnya aku menjualkan budak 

milik Zaid bin Arqam seharga 800 Dirham dengan cara tunda, lalu aku 

beli kembali budak tersebut dengan harga 600 Dirham secara tunai.” 

‘Âisyah ra. berkata, “ Sungguh jelek transaksi jual beli yang kau lakukan. 

Sungguh pahala jihad bersama Rasulullah saw. yang didapatkan Zaid bin 

Arqam telah batal, kecuali jika dia mau bertaubat.” (HR. Dâruquthnî)   

 

Sedangkan dasar arguementasi hukum dalam pandangan Mâlikiyah dan 

Hanâbilah soal pelarangan  bai’ al-‘inah bersandar pada sad adz-dzarî’ah, suatu 

upaya preventif dengan menutup jalan yang menjadi wasîlah (perantara) menuju 

kepada riba (transaksi yang diharamkan). Asy-Syaibani dengan tegas menyatakan 

bahwa akad dalam bai’ al-‘inah itu rusak karena merupakan rekayasa terhadap 

riba atau hilah ribawi (W. az Zuhailî, 2006; el Gamal, 2006). Larangan Bai’ al-‘inah 

terdapat pula dalam hadits berikut (as Sijistânî, t.t.): 
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عْتُ راسُولا اللََِّّ صالَّى اُلله عالايْهِ واسالَّما ي اقُولُ:  : سَاِ ، قاالا إِذاا ت ابااي اعْتُمْ بِِلْعِيناةِ ، »عانِ ابْنِ عُمارا
ذْتُُْ أاذْنَابا الْب اقارِ، واراضِيتُمْ بِِلزَّرعِْ،  وات اراكْتُمُ الِْْهاادا، سالَّطا اللََُّّ عالايْكُمْ ذُلَا لَا ي انْزعُِهُ حاتََّّ واأاخا

 «ت ارْجِعُوا إِلِا دِينِكُمْ 

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda 

“Jika kalian berjual beli dengan cara ‘inah, mengikuti ekor sapi 

(maksudnya: sibuk dengan peternakan), ridha dengan bercocok tanam 

(maksudnya: sibuk dengan pertanian) dan meninggalkan jihad (yang 

saat itu fardhu ‘ain), maka Allah akan menguasakan kehinaan atas 

kalian. Allah tidak akan mencabutnya dari kalian hingga kalian kembali 

kepada agama kalian.” (HR. Abû Dâwud)  

 

Menurut az-Zuhailî, disebut sebagai ‘inah  karena pembeli (kedua) 

menerima suatu objek berbentuk ayn yang merupakan uang dan bukan barang. 

Perbedaan antara harga pertama dengan yang kedua merupakan bunga 

terselubung atau bersifat riba bagi pemilik barang yang diperjual belikan. Oleh 

karena itu, transaksi ini merupakan hilah ribawi yakni rekayasa atau hilah untuk 

meminjam uang yang mengandung riba (W. az Zuhailî, 2001). Lalu Abdullah al-

Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyatakan bahwa bai’ al-‘inah merupakan jual beli 

manipulatif untuk digunakan sebagai alasan peminjaman uang yang dibayar 

berlebih atau dengan kata lain adanya tambahan dari pokok pinjaman, yakni 

dengan cara menjual barang dengan pembayaran kredit, lalu membelinya kembali 

secara tunai dengan harga lebih murah (al Mushlih & ash Shawi, t.t.).  

Sedangkan transaksi tawarruq dimulai jika seseorang membeli suatu 

barang atau komoditas dari penjual (pertama) berdasarkan pembayaran tangguh 

atau tidak tunai, dengan pengertian bahwa pembeli tersebut akan membayar 

harga yang telah disepakati secara angsuran, atau dibayar secara penuh sekaligus 

di masa depan. Tawarruq terjadi, ketika barang itu telah dibeli, dan pembeli itu 

langsung menjualnya kembali ke pihak ketiga tetapi bukan penjual pertama, 

dengan harga tunai yang lebih rendah dari harga beli semula (W. az Zuhailî, 2001).  

Abdul Aziz bin Baz membolehkan jual beli Tawarruq selama tidak ada 

kesepakatan dengan pihak ketiga (atau pembeli yang terakhir ). Dengan demikian 

hal ini berbeda dengan jual beli al-‘Inah (Zain, t.t.). Lalu Muhammad bin Utsaimin 

membolehkan tawarruq dengan catatan dalam kondisi terpaksa dengan 

mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan masalah 

tawarruq. Namun menurut pemahamannya, tatkala seseorang memang terpaksa 

melakukan praktik tersebut (karena sangat membutuhkan), sementara sulit 
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baginya mendapatkan pinjaman, tidak mendapati pula orang yang memberi utang, 

maka tidak ada masalah baginya (Samsuri, 2015). 

Bunga Bank diqiyaskan kepada Praktik Riba 

Memahami bunga bank dari aspek legal-formal dan secara induktif, 

berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (nash) dan 

tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini 

berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan ada 

tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, walaupun tidak berlipat ganda. 

Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap haram (Hasyim, 

2008). Berdasarkan pendekatan qiyas, maka praktik riba sebagai ashl dan bunga 

bank sebagai far’, keduanya disatukan dalam ‘illat yang sama yaitu adanya 

tambahan  tanpa disertai imbalan.(Mufid, 2016) Dalam riba jahiliyah, tambahan 

dikenakan ketika debitur tidak bisa membayar utang di waktu yang telah 

ditentukan, akhirnya diberi tambahan waktu pembayaran dengan terjadi 

tambahan atau bunga pinjaman pula. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 

2004  Tentang Bunga (interest/faedah) menyebutkan bahwasanya bunga uang atas 

pinjaman (qardh) yang berlaku di bank lebih buruk dari riba yang diharamkan 

Allah swt. dalam al- Quran, karena dalam riba jahiliyah tambahan hanya dikenakan 

pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada 

saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung 

dikenakan sejak terjadi transaksi.  

Menurut Yûsuf al-Qaradhâwî, riba yang diharamkan dalam al-Quran tidak 

membutuhkan penjelasan dan pembahasan lebih lanjut, karena tidak mungkin 

Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui 

bentuknya. Pemahaman riba sesuai yang tertuang dalam Q.S Al-Baqarah/2:278-

279 menunjukkan segala kelebihan dari pokok utang adalah riba, sedikit maupun 

banyak. Maka setiap tambahan bagi pokok utang yang disyaratkan atau ditentukan 

terlebih dahulu, karena adanya unsur tenggang waktu semata adalah riba (al 

Qaradhâwî, 1994).  

Ada pula yang berupaya melegalkan bunga utang-piutang dengan 

berpendapat bahwasanya riba pada utang berbunga hanya berlaku pada pinjaman 

konsumtif, sedangkan untuk pinjaman produktif dalam hal bisnis bukanlah riba. 

Pendapat seperti ini dibantah oleh Rafiq Yunus al-Mishri dengan menyatakan 

bahwa penuturan kata riba pada utang-piutang dalam nash (teks al-Quran dan 

hadits) bersifat universal, baik utang untuk konsumsi maupun produksi dan 

perniagaan. Tidak ada spesifikasi tertentu dalam mengkategorikan keharaman 

riba utang-piutang. begitu pula sikap para ulama dari zaman Nabi Muhammad saw. 

hingga saat ini tidak membedakan antara utang untuk konsumsi, produksi dan 
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perniagaan. Status ketiganya adalah sama, yaitu transaksi tabarru’ yang tidak 

diperkenankan untuk mengampil keuntungan walaupun hanya sedikit darinya (al 

Mishrî, 2009). 

Qiyas atas Zakat Perusahaan dan Perusahaan sebagai Subjek Zakat 

Pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait  ditanggal 

29 Rajab 1404 H, para ulama yang hadir dalam muktamar tersebut  mengqiyaskan 

zakat perusahaan kepada zakat perdagangan (Yudhira, 2020). Pengqiyasan zakat 

perusahaan kepada zakat perdagangan karena dari aspek legal dan ekonomi, 

kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan trading atau perdagangan 

(Agustianto, 2015). Kajian fikih zakat kontemporer yang menyatakan adanya 

kewajiban zakat bagi perusahaan yang dipandang sebagai badan hukum 

menimbulkan ikhtilaf (perbedaan pendapat) di kalangan ulama dalam 

menyikapinya. Perbedaan pendapat ini disebabkan bahwasanya lembaga badan 

hukum seperti perusahaan, pengaturannya memang tidak ditemukan secara 

langsung di dalam nash sehingga tidak dibahas secara formal ketentuan hukumnya 

dalam literatur fikih klasik. Walaupun hal ini menjadi masalah khilafiyah, akan 

tetapi pada umumnya ulama kontemporer yang mendalami masalah zakat, 

mengkategorikan lembaga badan hukum itu sebagai menerima hukum taklif dari 

segi kekayaan yang dimilikinya, karena pada hakikatnya badan hukum tersebut 

merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena 

taklif (Agustianto, 2015).  

Fikih Islam mengakui syaikhsiyah hukmiyah atau syakhsyiyah i’tibariyah 

(badan hukum) dengan keberadaannya sebagai lembaga-lembaga umum, seperti 

yayasan, perhimpunan, dan perusahaan sebagai syakhsyiyah (badan) yang 

menyerupai syakhsyiyah manusia pada segi kecakapan memiliki, mempunyai hak-

hak, menjalankan kewajiban-kewajiban, memikul tanggung jawab yang berdiri 

sendiri secara umum.(W. az Zuhailî, 1985). Dengan begitu ketentuan hukum 

perusahaan sebagai subjek zakat yang menjadi masalah far’ dilihat dari segi 

kekayaannya diqiyaskan kepada manusia mukallaf yang menjadi ashl-nya, 

dihubungkan pada ‘illat sifat dan karakter yang melekat di antara keduanya.  

Qiyas dalam Penetapan Zakat Saham 

Zakat saham ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada 

Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait di tangal 29 Rajab 1404 

H yang memutuskan bahwa hasil dari keuntungan investasi saham wajib 

dikeluarkan zakatnya (Yudhira, 2020). Ijtihad ini tidak lepas dari pengaplikasian 

metode qiyas dalam istinbath hukum zakat kontemporer. Akan tetapi para ulama 

berbeda pendapat tentang kewajiban pengeluaran zakatnya.  
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Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman Isa. bahwasanya 

yang harus diperhatikan sebelum pengeluaran zakat adalah status perusahaannya 

(Isa, t.t.): 

1. Jika perusahaan tersebut hanya bergerak di bidang layanan jasa, misalnya 

biro perjalanan, biro iklan, perusahaan jasa angkutan (darat, laut, udara), 

perusahaan hotel, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Hal ini dikarenakan 

saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, 

sarana dan prasarana lainnya. Namun keuntungan yang diperoleh 

dimasukkan ke dalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya 

dikeluarkan bersama harta lainnya jika telah mencapai haul dan nishab 

(jangka waktu dan jumlah tertentu). 

2. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang murni yang melakukan 

transaksi jual beli komoditi tanpa melakukan proses pengolahan, seperti 

perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang dalam 

negeri, perusahaan ekspor-impor, dan lain lain, maka saham-saham 

perusahaan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya di samping zakat atas 

keuntungan yang diperoleh. Caranya adalah dengan menghitung kembali 

jumlah keseluruhan saham kemudian dikurangi harga alat-alat, barang-

barang ataupun inventaris lainnya. Besarnya kadar zakat adalah 2,5 persen 

dan bisa dikeluarkan setiap akhir tahun. 

3. Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang industri dan perdagangan 

sekaligus, artinya melakukan pengolahan suatu komoditi dan kemudian 

menjual kembali hasil produksinya, seperti perusahaan Minyak dan Gas, 

perusahaan pengolahan mebel, marmer dan sebagainya, maka sahamnya 

wajib dizakatkan dengan mekanisme yang sama dengan perusahaan 

kategori kedua 

Kedua, pendapat Abû Zahrah. Muhammad Abû Zahrah, Abdul Rahmân 

Hasan dan ‘Abdul Wahhâb Khallâf berpendapat bahwa saham merupakan harta 

yang boleh diperjual belikan, maka dengan begitu saham adalah sama seperti zakat 

barang perniagaan (Hamat, 2017). Dalam hal ini maka Abû Zahrah lebih lanjut 

menyatakan bahwa saham wajib dizakatkan tanpa melihat status perusahaannya 

karena saham adalah harta yang beredar dan dapat diperjual-belikan, dan 

pemiliknya mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Ini termasuk 

kategori komoditi perdagangan dengan besaran zakat 2,5 persen dari harga 

pasarnya. Caranya adalah setiap akhir tahun, yang bersangkutan melakukan 

penghitungan harga saham pada harga pasar, lalu menggabungkannya dengan 

dividen (keuntungan) yang diperoleh. Jika besarnya harga saham dan 
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keuntungannya tersebut mencapai nishab maka saham tersebut wajib dizakatkan 

(Rumah Zakat, t.t.-a). 

Qiyas dalam Penetapan Zakat Obligasi Syariah (Sukuk) 

Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu sumber harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya, baik obligasinya maupun keuntungan yang diperoleh. 

Besarnya kadar zakat saat mencapai nisab dan haul senilai 2,5% per tahun yang 

diqiyaskan kepada zakat komoditi perdagangan (Rumah Zakat, t.t.-b).  

Zakat profesi diqiyaskan terhadap zakat pertanian dan zakat harta emas dan 

perak. 

Seorang profesional seperti dokter, pengacara, dosen dan konsultan 

menjadi wajib zakat apabila pendapatannya mencapai nisab. Zakat profesi 

memang belum familiar dalam khazanah keilmuan Islam klasik. Eksistensi zakat 

profesi dalam fikih zakat kontemporer berdasarkan ijtihad ulama yang didasarkan 

pada metode istinbath hukum yaitu qiyas. Maka dari itu, hasil profesi 

dikategorikan sebagai jenis harta wajib zakat berdasarkan qiyas (analogi) atas 

syabah (kemiripan) terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada. Ada ikhtilaf 

(perbedaan pendapat) dalam pengqiyasan zakat profesi yang berimplikasi pada 

perbedaan dalam menentukan nisab, kadar pengeluaran dan waktu mengeluarkan 

zakat profesi 

Zakat profesi diqiyaskan kepada kepada zakat emas dan perak, maka nisab 

zakat profesi adalah sebesar 85 gram emas (estimasi 68 juta per tahun apabila 

harga emas per gram nya 800 ribu) dengan kadar pengeluaran zakat sebesar 2,5 % 

pada saat pendapatannya mencapai nisab (batas minimal pendapatan wajib zakat) 

dan haul (jangka waktu satu tahun).  Zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas 

dan perak karena model harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, 

maka jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak. 

Keduanya termasuk harta yang sama-sama sebagai alat jual beli dan standar nilai 

barang sebab emas (dinar) dan perak (dirham) dulu digunakan sebagai alat tukar 

atau perbelanjaan (Sahroni, 2018a). Yûsuf al Qaradhâwî adalah salah satu ulama 

kontemporer yang berpendapat zakat profesi diqiyaskan kepada zakat emas dan 

perak dan beranggapan yang menjadi ‘illat yang menyatukan far’ dan ashl adalah 

nama’ (harta yang berkembang dan bernilai ekonomis) (Azzarqa & Habibah, 

2015). Namun beliau beranggapan hal tersebut dalam nisab dan kadar 

pengeluarannya, sedangkan waktu pengeluaran al- Qaradhâwî berpendapat 

dikeluarkan ketika menerima gaji jika memang telah mencapai nisab tanpa harus 

menunggu haul (satu tahun) sebagaimana zakat pertanian. 

Saat zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian dan pengqiyasan yang 

dilakukan konsisten secara penuh ketentuan far’ (cabang) yakni zakat profesi 
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mengikuti ashl (pokok) nya berupa zakat pertanian,  maka nisabnya adalah lima 

wasaq atau 653 kg beras (estimasi 6,53 juta apabila harga beras per kilo gramnya 

10 ribu) dengan kadar pengeluaran zakatnya adalah zakatnya 5% jika 

dipersamakan seperti pertanian yang pengairannya alami (tanpa memerlukan 

biaya) melalui air hujan atau mata air, ataupun 10% jika dipersamakan seperti 

pertanian yang diairi dengan cara disiram/irigasi (memerlukan biaya). Waktu 

pengeluaran zakatnya setiap bulan saat menerima hasil profesi (penghasilan/gaji) 

sepertihalnya zakat pertanian yang dikeluarkan setiap menerima hasil panen. 

Zakat profesi diqiyaskan kepada zakat pertanian dengan alasan ada syabah 

(kemiripan) pada model memperoleh harta. Kemiripan itu karena baik petani 

maupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen atau 

mendapatkan upah. Diantara ulama yang menolak qiyas zakat profesi kepada 

zakat pertanian antara lain Abdul Aziz bin Baz dan Muhammad bin Shalah al-

Utsaimin.  

Ijtihad beberapa ulama kontemporer perihal fikih zakat profesi memberikan 

pendapatnya bahwa nisab dan waktu mengeluarkan zakat profesi diqiyaskan 

kepada zakat pertanian yakni dikeluarkan setiap bulan apabila mencapai nisab 

lima wasaq atau senilai 653 kg beras. Sedangkan kadar pengeluaran zakat 

diqiyaskan kepada zakat emas dan perak yakni 2,5 %. Dengan qiyas seperti ini, 

maka nisab zakat profesi adalah senilai 653 kg beras dan dikeluarkan setiap bulan 

saat menerima hasil profesi (penghasilan/gaji) sebesar 2,5 % (Sahroni, 2018a). 

 

D. Simpulan   

Kaidah fiqih yang masyhur sebagai dasar dalam bemuamalah berbunyi, 

“hukum asal muamalah adalah boleh, terkecuali ada dalil yang melarangnya,” maka 

dalam aktivitas muamalah termasuk ekonomi dan keuangan, membuka ruang yang 

luas dalam terjadinya perubahan baik kreasi dan inovasi produk keuangan 

mengikuti berkembangnya zaman serta teknologi informasi yang muncul. Dengan 

transaksi dan produk-produk keuangan yang terus berkembang, banyak hal dalam 

aktivitas perekonomian yang tidak ada di zaman dulu, tetapi baru ada dalam 

konteks kekinian, atau dapat dikatakan transaksi yang mengalami perkembangan 

dari klasik kepada kontemporer.   

Eksistensi qiyas sebagai salah satu pendekatan atau metode ijtihad maupun 

disebut dalil dalam memutuskan hukum dirasa begitu penting ketika dikorelasikan 

dalam konteks muamalah yang berjalan dinamis. Hal-hal baru yang terbentuk dan 

bermunculan perlu disikapi dengan responsif dan mampu dianalisis salah satunya 

dengan penalaran ijtihad melalui metode qiyas dengan melihat secara cermat dan 

seksama pada adanya kesamaan ‘illat hukum sehingga konstruksi berpikir 
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penalaran qiyas dalam penemuan hukum Islam pada masalah ekonomi dan 

keuangan syariah dapat diaplikasikan dengan benar dan tepat sasaran. Selain itu 

pula qiyas sebagai penalaran ijtihad tidaklah berdiri sendiri, melainkan tetap 

bermuara pada nash al-Quran mapun hadits. Dengan demikian perlu ikhtiar yang 

mendalam dan hati-hati dalam memahami nash terkait hukum,  membaca realitas 

sosial ekonomi dan menetapkan ‘illat hukum pada suatu perkara ekonomi dan 

keuangan yang baru agar dapat memutuskan hukum dengan proses 

menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena adanya persamaan ‘illat 

yang tepat dan menghasilkan ijtihad yang mumpuni dalam ruang lingkup syariat. 
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